PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR & TAHUN 2006
TENTANG

RETRIBUSI PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK/RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

10.

BUPATI MUNA

bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 sudah tidak sesuai
dengan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu diadakan
peninjauan kembali; ’

bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap
pemungutan dan peredaran kayu yang tumbuh diatas tanah milik
dan untuk memberi kepastian hukum serta untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur tata cara
pemberian izin dan penetapan retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Muna tentang Retribusi Pemanfaatan Kayu pada Hutan
Hak/Rakyat.

. Undang — undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah — daerah Tingkat !l di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
Undang ~ undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok — pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2045); '

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1681 tentang Klitab Undang ~
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Undang — undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservesl Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun

1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
Undang — undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501),

Undang -~ undang Nomor 23 Tahun 19897 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888);

Undang — undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan
Undang ~ undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),

Undang — undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang - undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang — undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang ~ undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi WUndang = uhdang {(LBiribBa A
Negara Tahun 2064 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4412);



11.Undang -~ undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

12.Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang — undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negera Tahun 2000 Nomor 2041,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan
dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4453);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomer 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembairan Negara Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593),

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-11/2005 tentang
Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; ‘

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

24, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 41 Tahun 2001 tentang
Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);

26.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2003
tentang Jenis Usaha yang Waijib Amdal;

27.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-11/2003 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan;

28.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-11/2004
tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA TENTANG RETRIBUSI
PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK/RAKYAT

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Muna;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Muna;

Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muna;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kahutanan Kabupaten Muna;

Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Kabupaten Muna;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan Kabupaten Muna;

8. Pemohon adalah Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hutan
Milik; ‘

9. Hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan;

10. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk atau
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap;

11. Kayu Hasil Bukan Budidaya adalah Kayu hutan yang berada dlatas
hutan hak/rakyat baik berupa trobusan maupun sisa tegakan yang
menurut riwayatnya berasal dari kawasan hutan yang dikonversi
menjadi bukan kawasan hutan;

12. Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah Hutan yang berada pada tanah
yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas
titte atau atas hak tanah, yang diatasnya didominasi oleh
pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati;

13. Perizinan tertentu adalah retribusi atas keglatan tertentu;

14.Retribusi 1zin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak/Rakyat yang
selanjutnya disebut retribusi IPKR adalah Pungutan Daerah yang
dikenakan kepada perorangan, kelompok atau Badan Hukum yang
memperoleh IPKR dari Bupati atau Kepala Dinas;

15. Pemanfaatan Kayu Hutan Hak/Rakyat yang selanjutnya dapat
disingkat PKR adalah Serangkaian kegiatan untuk melakukan
penebangan dan pemanfaatan kayu dari hutan hak/rakyat;

16.1zin Pemanfaatan Kayu “utan/Rakyat yang se|anju,tnya dapat
disingkat IPKR adalah Pemberidn persstijush terulls  uRtuk
melaksanakan pemanfaatan kayu dari hutan hak/rakyat dalam
jangka waktu tertentu serta jumlah, jenis dan volume tertentu;
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17.Pengukuran Kayu Bulat adalah Serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengetahui/menetapkan volume kayu bulat yang
ditebang dari areal IPKR;

18. Pengujian Kayu Bulat adalah Suatu kegiatan yang dilakukan dalam
rangka pengujian kebenaran hasil pengukuran kayu bulat,
penetapan jenis dan kualitas kayu yang ditebang/dipanen dari areal

IPKR;
19. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang
menurut Peraturan Perundang - undangan diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang;

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau administrasi
berupa bunga atau denda;

22.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPAORD adalah Surat untuk melakukan pendaftaran bagi

-wayjib retribusi;

23. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat
SKSHH adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan
pemilikan Hasil Hutan sebagai alat bukti atas Legalitas Hasil Hutan;

24, Daftar Kayu Bulat yang selanjutnya dapat disingkat DKB adalah
Dokumen yang berisi nomor dan tanggal produksi, nomor batang,
jenis kayu, panjang dan diameter serta volume setiap batang untuk
kayu bulat yang ditebang/dipanen dan hutan hak/rakyat yang
sekaligus berfungsi sebagai Laporan Hasil Penebangan (LHP);

25, Daftar Kayu Antara yang selanjutnya disingkat DKA adalah Daftar
keyu yang digunakan untuk pengangkutan darl hutan millk ke TEA;

26. Tempat Pengumpulan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat
TPn adalah Lokasi untuk tempat pengumpulan kayu hasil
penebangan/produksi IPKR yang letaknya berada didalam atau
sekitar areal penebangan, yang sekaligus dapat berfungsi sebagai
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) sebelum diangkut ke Industri
pengolahan kayu atau ketempat lainnya;

27.Pejabat Penerbit SKSHH yang selanjutnya disingkat P2SKSHH
adalah Pegawai kehutanan yang mempunyai kualifikasi Pengawas
Penguji Hasi® Hutan (PPHH) yang diberi wewenang untuk
menerbitkan SKSHH,

BAB Il
ASAS, TUJUAN DAN LOKASI

Pasal 2
PKR dilaksanakan bardasarkan asas manfaat dengan tetap
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan,
sosial budaya serta ekonomi

Pasal 3

Tujuan PKR adalah Untuk mengatur tata cara pemberian izin

faatan kayu pada hutan hak/rakyat baik hasil budidays maupun
gﬁ;gaﬂn ngaldayaydepngaﬁ tetap mempeyrhaﬁkan kelestarian hutan dan

keseimbangan lingkungan
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Pasal 4

(1) P.emungutan Kayu Pada Hutan Hak/Rakyat hanya dapat diberikan
diatas tanah milik;

(2) Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kayu hasil
budidaya dan bukan budidaya.

BAB il
TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5
(1) Permohonan dapat diajukan oleh perorangan, kelompok, atau
badan hukum yang mempunyai hutan milik;
(2) Permohonan diajukan kepada Kepala Daerah dan atau Kepala

Dinas, dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dengan :

a. ldentitas pemohon;

b. Bukti pelunasan PBB;

c. Bukti pemilikan hak atas tanah (copy alas title/hak atas tanah),
peta areal hutan milik yang berisi letak, luas dan batas-
batasnya diketahui oleh camat setempat;

d. Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kehutanan, Camat dan Kepala Desa/kelurahan;

e. Pernyataan kesanggupan untux melakukan pemulihan
lingkungan.

Pasal-6

(1) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (3), maka dilakukan peniiaian terhadep kelengkapan
dokumen;

(2) Permohonan yang belum atau tidak memenuhi kelengkapan maka
diterbitkan surat penolakan untuk dilengkapi selambat -
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;

- (3) Apablla permohonan telah memenuhi kelengkapan sebagalmana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), maka Kepala Dinas membentuk
Tim untuk rnelaksanakan kegiatan perhitungan potensi hutan
milik.

Pasal 7

(1) Biaya atas perjalanan pelaksanaan perhitungan potensi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dibebankan
kepada APBD;

(2) Besarnya biaya perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Laporan Hasil Perhitungan potensi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara;

(2) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
MemeRuhl porsyatatan menurut ketentuan Peraturan Perundang -
undangan, maka dapat diterbitkan lzin PKR dalam bentuk
Keputusan.



Pasal 9

(1) Retribusi PKR dengan volume 100 ~ 500M° ditetapkan oleh
kepala Daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan
Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas dan Badan:

(2) Retribusi PKR dengan volume kurang dari 100 M? ditetapkan oleh
Kepala Dinas;

(3) Retribusi PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatas diberikan untuk jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan:;

(4) Dalam hal izin Retribusi PKR telah berakhir jangka waktunya
tetapi belum menyelesaikan seluruh proses pemungutan, maka
dapat diperpanjang 1 (satu) kali maksimal 3 (tiga) bulan;

(5) Apabila terdapat sisa volume perhitungan potensi, maka dapat
diproses untuk mendapatkan Izin retribusi PKR baru, dengan
mengacu pada hasil perhitungan potensi yang ada.

Pasal 10

(1) Dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHH;

(2) Dokumen angkutan untuk kebutuhan Rumah Tangga dan Sosial
dalam Wilayah Kabupaten Muna dapat menggunakan Suart
keterangan kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala
Dinas; ‘ '

(3) Kayu yang akan diangkut dari Hutan Milik ke TPn menggunakan
Daftar Kayu Antara (DKA) yang ditandatangani oleh Petugas
Kehutanan setempat;

(4) Kayu yang akan diterbitkan SKSHH untuk diangkut/dijual ke Industri
Pengolahan Kayu, wajib dilakukan pengukuran oleh Petugas
Kehutanan yang berkulifikasi Penguji Hasil Hutan (PHHL;'

(6) Hasll pametikenan dituangkan delam Dafiar Kayu Millik (DKM,
dengan prosedur sesual dengan ketentuan yang berlaku dan
ditandatangani oleh petugas bersangkutan sebagai dasar
penerbitan SKSHH oleh P2SKSHH.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN PKR

Pasal 11
Pemegang 1zin Retribusl PKR wallb membayar blaya retribusi atas
kayu hasil produksinya dan kewajiban lainnya yang sah sesuai dengan

Perundang — undangan.
Pasal 12

(1) Pemegang lzin Retribusi PKR berhak mendapat pelayanan atas
legalitas dan peredaran kayu sesuai Peraturan Perundang -

undangan; |
(2) Pemegang izin Retribusl PKR berhak menjual atau metrnasarkan

hasii produksinya berdasarkan peraturan Perundang — undangan.

BABV
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan, kelompok atau
badan hukum dinamakan Retribusi PKR



Pasal 14

Obyek Retribusi Izin PKR adalah Pemberian lzin Pemanfaatan Kayu
Pada Hutan Hak/Rakyat.

Pasal 15

Subyek Retribusi adalah Perorangan, kelompok atau badan hukum
yang memperoleh izin PKR.

BAB V!
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16
Retribusi 1zin PKR digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI
STRUKTUR DAN EESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Struktur tarif berdasarkan satuan meter kubik (m*);

(2) Besarnya Retribusi dibedakan atas kayu yang berasal dari hasil
budidaya dan biikan budidaya;

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

No JENIS Tarif retribusi per M° (Rp) | Ket.
A. | KEL, KAYU MEWAH
1. | Hasil Budidaya 60,000
Sortimen : - Al 75.000
-All 150.000
- Alll
2. | Hasil Bukan Budidaya
Sortimen : -Al 75.000
<All 150.000
<Al 300.000
B. | KEL. RIMBA CAMPURAN .
1. | Hasil Budidaya 26.000
2. | Hasil Bukan Budidaya 50.000 <o.pan
C. | KEL. TANAMAN CEPAT TUMBUH .
1. | Sengon - 10.000
2. | Akasia 20.000
3. | Eucalyptus 20.000
4. | Pinus 20.000
5. | Gmelina arborea 15.000
D. | KEL. MERANTI
1. | Hasil Budidaya 30.000
2. | Hasil Bukan Budidaya , 30,000 50-000-
E. | KEL. KAYU INDAH
1. | Hasil Budidaya 30.000
2. | Hasil B:Jkan budidaya 70.000
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BAB Vil
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18
(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya;

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 19
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat
(1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT:
(2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya
yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT dengan menggunakan 8TRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

’ Pasal 21

(1) Retribusl terutang pembayarannya dilakukan secara tunal/lunas;

(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini dilakukan selambat - lambataya 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan
SKRDKBT;

(3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT
diterbitkan setelah pengesahan DKM-nya;

(4) Tata Cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran
retribusi ditetapkan oleh Bupati,

(8) Buktl pelunasan retribusl dijadikan sebagal dasar pelayanan Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

BAB Xii
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan
pengawasan terhadap setiap Pemeagan Izin Retribusi PKR;
(2) Pemerintah Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah
Dinas, Badan, Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Desa/Kelurahan;




(3) Pada keadaan tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan kepada
Kepolisian Republik Indonesia.

BAB Xilil
LARANGAN — LARANGAN

. Pasal 23
(1) Ketentuan — ketentuan mengenai pohon-pohon yang tidak boleh
ditebang karena letaknya, diatur setagai berikut :
a. Tepi mata air dengan radius sekurang — kurangnya 200 (dua
ratus) meter;
b. Daerah kiri-kanan sungai dengan radius sekurang-kurannya
100 (seratus) meter,
c. Daerah kiri-kanan kali dengan radius 25 — 50 meter:
d. Semapadan pantai atau sekurang-kurangnya 200 (dua ratus)
meter kearah darat .
(2) Dilarang menebang pohon-pohon yang dilindungi berdasarkan
Peraturan Perundang — undangan yang berlaku;
(3) Dilarang memindah tangankan izin kepada pihak lain.
(4) Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada hutan
hak/rakyat tanpa izin sebagaimana diatur didalam Peraturan
Daerah ini.

BAB XIV
HAPUSNYA IZIN RETRIBUSI PKR

Pasal 24
(1) Izin Retribusi FKR hapus karena : _
a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
b. Target produksi telah tercapai
(2) Hapusnya Izin Retribusi PKR atas dasar ketentuan ayat (1) tetap
- mewajibkan pemegang Izin Retribusi PKR untuk melunasi
kewajiban pembayaran retribusi dan kewajiban lainnya atas
produksi kayu yang telah disahkan Daftar Kayu Miliknya (DKM-
nya).
BAB XV
SANKSI

Pasal 25
Pemegang izin PKR dagat diberi sanksi berupa :
a. Penghentian pelayanan administrasi;
b. Pencabutan Izin PKRnya

Pasal 26
Penghentian pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25 huruf (a) diberikan apabila pemegang izin PKR tidak
membayar retribusi dan kewajiban lainnya atas kayu yang telah
disahkan DKMnya.

Pasal 27
Pencabutan izin retribusi PKR diberikan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25 huruf (b) diberikan kepada :
(1) Pemegang IPKR yang melanggar ketentuan - ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Bab Xl pasal 23;
(2) Pemegang IPKR yang tidak melaksanakan kegiatan secara .nyata
setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak izin retribusi PKR diterbitkan;

z
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(3) Pemegapg IPKR yang melakukan penebangan atau memasukan
kayu dari luar lokasi Izin Retribusi PKR yang ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29
(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud Pasal 11 dan Pasal 23 sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana
yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:

a. Menerima,mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

¢. Meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

d.. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah;

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka dan saksi;

i. Menghentikan penyidikan;

j.  Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang
bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya ke
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
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Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin

Pemungutan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 31
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
"“Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengeiahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

v al 15 Agustus 2006

Diundangkan di Raha
Pada Tanggal 15 Agustus 2006

ML K2
NWAERAH KABURATEN MUNA

V47
1 I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 NOMOR : 02,
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 0.2 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK/RAKYAT

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemungutan Kayu
pada Tanah Milik telah banyak memberikan andil dalam Pendapatan Asli Daerah
dalam kurun waktu pelaksanaannya. Namun tak dapat dipungkiri masih terdapat
kelemahan-kelemahan sehingga perlu diadakan peninjauan kembaili.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Kayu Pada Hutan
Hak/Rakyat lahir sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002,
dengan harapan akan lebih sederhana dalam Proses Pengurusan Izin, pengawasan
dan Pengendalian serta bernuansa pada Pemberdayaan Masyarakat Pemilik hak
tanpa melakukan aspek kebersamaan dalam Pembangunan Daerah.

Kayu yang berasal dari Hutan Milik baik budidaya maupun bukan budidaya yang
berada di Kabupaten Muna merupakan modal yang sangat penting untuk memenuhi
kebutuhan yang dapat mensuplai kebutuhan pembangunan, masyarakat dan industri
perkayuain bahkan dapat digunakan untuk tujuan impor.

Kasadaran dan kepedulian masyarakat uituk menanam tansinan kehutanan periy
terus didorong dan ditumbuh kembangkan sehingga pada masa yang akan datang
kebutuhan bahan baku kayu tidak hanya bergantung pada kayu yang berasal dari
kawasan hutan negara. Funsi hutan milik bukan sekedar menghasilkan nilai ekonomis
berupa kayu tetapi diharapkan dapat menghasilkan nilai social ekonomi serta ekologis
berupa keseimbangan alam dan kelestarial alam yang tidak ternilai.

Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak/Rakyat lebih diutamakan kepada pemilik
tanah secara perorangan, kelompok dan Badan Hukum yang mempunyai Hutan Milik,
Hal ini dimaksudkan untuk memperdayakan masyarakat pemiiik lahan dalam rangka
meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikqn
Pendapatann Asli Daerah yang sekaligus memberikan peluang dan kesempatan kerja

yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk retribusi terhadap setiap kayu diproduksi pada
prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan rasa keadllar_x dan diharapkan
meningkatakan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan perqpangunan
Daerah yang pada gilirannya juga akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas
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v Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Pada tanah yang telah memiliki sertivikat atau surat keterangan tanah
yang mencantumkan letak, luas dan batas-batasnya oleh Camat
setempat.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal §

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3) .,

a. ldentitas pemohon adalah Surat Keterangan yang menunjukan identitas
pemohon baik perorangan maupun Badan Usaha;

b. Cukup Jelas;

c. Cukup Jelas; :

d. Pemerintahan Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD);

e. Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
- - Ayat (1) : Pertimbangan teknis Kepala Badan berupa Dokumen Lingkungan seperti
Dokumen Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau
Rekomendasi Kelayakan Lingkungan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
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Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1) ~
. Cukup Jelas
# Ayat (2)
y Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
— : Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3) : Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi dimana terjadi

konflk yang mengarah kepada terjadinya gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pasal 23
Ayat (1) : Pada jarak tersebut sudah cukup baik untuk kepentingan perlindungan dan
konservasi tanah dan air.
Yang dimaksud dengan jurang adalah lokasi dengan kemiringan minimal
100% atau 45%
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas



